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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility (CSR), 
dewan direksi, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 
food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. 
Sebanyak 22 perusahaan dipilih sebagai sampel penelitian dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda 
dengan bantuan SPSS versi 26. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya perhatian 
publik terhadap praktik tanggung jawab sosial dan transparansi pajak perusahaan di 
tengah tuntutan tata kelola yang berkelanjutan. Sektor food and beverage menjadi 
sorotan karena kontribusinya yang besar terhadap ekonomi nasional namun rentan 
terhadap isu kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh 
positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan 
dan manajemen perusahaan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata 
kelola dalam praktik perpajakan, serta mendorong penelitian selanjutnya untuk 
menambahkan variabel tata kelola lainnya atau memperluas sampel pada sektor industri 
yang berbeda. 
Kata kunci: Agresivitas pajak; Corporate social responsibility (CSR); Dewan direksi; 
Kepemilikan institusional 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

Pendahuluan 
Pajak memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia karena menjadi 

sumber utama penerimaan negara (Rahayu et al., 2025). Namun, meskipun setiap wajib 
pajak berkewajiban membayar pajak, banyak perusahaan berupaya menekan beban 
pajaknya melalui strategi agresif. Menurut Ariani dan Prastiwi (2020), agresivitas pajak dapat 
dilakukan secara sah (tax avoidance) maupun secara melanggar hukum (tax evasion). 
Gambar 1 menyajikan data agresivitas pajak beberapa perusahaan food and beverage 
yang terdaftar di Bursa efek Indonesia dengan memanfaatkan ukuran effective tax rate 
(ETR). 

Fenomena agresivitas pajak tampak pada perusahaan subsektor food and beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan grafik ukuran effective tax rate (ETR), 
beberapa perusahaan seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT Siantar 
Top Tbk (STTP) memiliki ETR sekitar 0,17–0,19, jauh di bawah tarif pajak badan yang berlaku, 
sehingga mengindikasikan adanya praktik perencanaan pajak yang agresif. Kasus PT 
Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) juga mencerminkan strategi serupa melalui 
pembentukan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan pemindahan aset serta 
kewajiban yang kemudian dinilai Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk tax avoidance 
atau penghindaran pajak (Candra & Febyansyah, 2023). Fenomena ini menunjukkan 
bahwa perbedaan kebijakan manajemen dan struktur kepemilikan dapat memengaruhi 
tingkat agresivitas pajak antarperusahaan. 
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Figure 1 Gambar Grafik Agresivitas Pajak Perusahaan Food and Beverage 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat 
dipengaruhi oleh corporate social responsibility (CSR), dewan direksi, dan kepemilikan 
institusional. CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial 
yang diwujudkan melalui kegiatan yang memberi manfaat bagi pemangku kepentingan 
(Mohanadas et al., 2020). Pengungkapan CSR dapat meningkatkan reputasi dan 
kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi digunakan untuk menutupi praktik 
penghindaran pajak (Widuri, 2023). Sejumlah penelitian, seperti Lailiyah et al. (2024), Rizki et 
al. (2023), dan Hanum & Faradila (2022), menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap 
agresivitas pajak. Namun, penelitian Mohanadas et al. (2020), Vacca et al. (2020), Sidiq & 
Adji (2023), serta Firdayanti & Kiswanto (2020), tidak menemukan hubungan yang signifikan. 

Faktor dewan direksi juga memainkan peran penting. Dewan direksi berfungsi 
menetapkan strategi bisnis dan mengawasi pelaksanaannya (Ugwu et al., 2024). Ukuran 
dewan direksi yang lebih besar diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan 
menekan praktik agresivitas pajak (Odunsi et al., 2024). Namun, hasil penelitian masih 
beragam seperti penelitian Aburajab et al. (2019), Junaidi & Adharani (2022), dan 
Budiantara et al. (2021) menunjukkan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap 
agresivitas pajak. Sementara penelitian Ugwu et al. (2024) dan Rahayu & Wibowo (2023) 
mengungkapkan bahwasannya antara ukuran dewan direksi dan agresivitas pajak tidak 
ditemukan pengaruh yang signifikan. 

Selain itu, kepemilikan institusional juga berpotensi memengaruhi agresivitas pajak. 
Kepemilikan ini merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga yang aktif 
mengawasi manajemen (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Semakin besar kepemilikan 
institusional, semakin kuat pula fungsi pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, 
termasuk praktik perpajakan (Moradi et al., 2022). Menurut penelitian Prastyatini & Trivita 
(2023), agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Sementara 
menurut Veronica & Christian (2024), Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021), dan Yuliani & 
Prastiwi (2021), kepemilikan institusional memberikan pengaruh dalam mengurangi 
agresivitas pajak.  

Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten 
mengenai peran CSR dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dengan 
demikian, diperlukan kajian lanjutan yang mempertimbangkan konteks sektor dan periode 
yang lebih terkini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh CSR, dewan direksi, serta kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak 
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pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2019–2023. 

Landasan Teori 
Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) sangat relevan 
sebagai dasar teori dalam penelitian ini karena menjelaskan konflik antara manajer (agen) 
dengan pemilik perusahaan (prinsipal), terutama dalam pengambilan keputusan 
perusahaan seperti strategi pajak. Teori keagenan menekankan pentingnya 
menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Karakteristik dewan 
direksi, seperti ukuran dewan direksi sangat penting dalam mencapai keselarasan ini, 
termasuk dalam mengawasi dan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan 
(Ugwu et al., 2024). Menurut teori keagenan, kepemilikan institusional membantu 
mengurangi perselisihan antara pemegang saham dan manajemen dengan memperluas 
fungsi pemantauan kebijakan dan kinerja manajerial. Pemilik institusional memiliki kekuatan 
untuk memengaruhi keputusan perusahaan melalui hak suara yang dimilikinya. Oleh 
karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan kepentingan mereka dalam setiap 
pengambilan keputusan (Widuri, 2023). 

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 
Sebuah perusahaan dapat memperoleh legitimasi sosial dengan dua cara, menurut 

Dowling & Pfeffer (1975). Cara pertama perusahaan harus menjalankan kegiatannya 
sesuai dengan nilai sosial masyarakat, serta cara kedua adalah bersikap transparan 
tentang nilai-nilai tersebut dalam laporan yang dipublikasikan perusahaan. Dalam teori 
legitimasi, terdapat konsep kesepakatan sosial antara perusahaan dengan masyarakat 
yang mewajibkan perusahaan untuk menghindari perilaku atau praktik yang berpotensi 
merugikan masyarakat. Untuk memperoleh legitimasi positif, perusahaan perlu 
menjalankan aktivitas yang memberikan manfaat serta menunjukkan tanggung jawab 
baik secara moral dan sosial (Firdayanti & Kiswanto, 2020). Menurut Lanis dan Richardson 
(2013), teori legitimasi menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR dapat dipengaruhi 
oleh agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang agresif secara pajak cenderung 
meningkatkan pengungkapan CSR untuk mempertahankan legitimasi publik, sedangkan 
perusahaan yang menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat akan menghindari 
praktik pajak yang terlalu agresif. 

Agresivitas Pajak 
Agresivitas pajak ialah usaha dalam meningkatkan laba bisnis dengan mengurangi 

tarif pajak yang harus mereka keluarkan (Alkausar et al., 2020). Menurut Reschiwati et al. 
(2022), agresivitas pajak merupakan perilaku ataupun sikap manajemen ketika menyusun 
rencana penyetoran pajak sekecil mungkin dengan memanfaatkan adanya celah, baik 
dari dalam maupun luar lingkup peraturan perpajakan. Agresivitas pajak bermanfaat 
dalam penghematan pajak yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara 
signifikan. Rennath & Trisnawati (2023), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai upaya 
bisnis untuk mendapatkan kewajiban pajak yang lebih rendah melalui perencanaan pajak 
yang strategis. 

Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak 
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang berkomitmen terhadap tanggung 

jawab sosial akan berupaya menjaga reputasi publik melalui kepatuhan terhadap 
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peraturan, termasuk kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, semakin 
rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak, karena 
kepatuhan pajak menjadi bagian dari tanggung jawab sosial. 
H1: Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak 
Dalam perspektif teori keagenan, dewan direksi memiliki peran penting dalam 

mengawasi manajemen agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pemegang 
saham, termasuk praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Ukuran dewan direksi yang 
lebih besar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi 
peluang manajemen melakukan agresivitas pajak. 
H2: Dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak 
Kepemilikan institusional mencerminkan tingkat kontrol dan pengawasan yang 

dilakukan investor institusi terhadap kebijakan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, 
investor institusional yang memiliki pengalaman dan kepentingan besar akan mendorong 
manajemen untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari praktik 
pajak yang agresif. 
H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

Metode Analisis 
Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan food and beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Dalam menetapkan sampel, teknik yang 
ditetapkan ialah purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
Pemilihan teknik purposive sampling didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua 
perusahaan memiliki pengungkapan CSR dan data perpajakan yang lengkap. Studi ini 
menggunakan data sekunder, yakni data yang didapatkan ataupun dikumpulkan peneliti 
melalui sejumlah sumber yang tersedia, berupa laporan tahunan (annual report) dan 
laporan keberlanjutan (sustainability report). Pengambilan data dapat diakses melalui 
website BEI serta website perusahaan masing-masing. Variabel CSR diukur menggunakan 
indeks pengungkapan berbasis Global Reporting Initiative (GRI) Standards (ekonomi, 
lingkungan, sosial) dengan skor 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak. Teknik pegolahan data 
dilakukan secara kuantitatif untuk menjelaskan data yang diperoleh dengan metode 
analisis regresi linier berganda. Data yang terkumpul kemudian diproses dan dianalisis 
dengan perangkat lunak statistik, yaitu SPSS versi 26. Tabel 1 dan 2 menampilkan kriteria 
pemilihan sampel serta pengukuran variabel. 

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 
Perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2019-2023 55 

Perusahaan food and beverage yang mengalami rugi sebelum pajak 
tahun 2019-2023 (25) 

Perusahaan food and beverage yang tidak mempublikasikan laporan 
keberlanjutan tahun 2019-2023 (8) 

Jumlah Sampel Perusahaan 22 
Total Sampel Perusahaan (22 sampel x 5 tahun) 110 
Data Outlier (16) 
Total Sampel Penelitian 94 
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025 
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Tabel 2 Operasionalisasi Variabel 
Variabel Indikator Skala 

CSR (X1) 
CSRDIj = ∑"#$

%&	#()*
 

 
Rasio 

Dewan Direksi (X2) 
Board Size = ∑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟	𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚	𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛	𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖  

 
Nominal 

Kepemilikan Institusional 
(X3) 

KI =	+,*-./	0./.*	1.23	4#*#-#5#	627(#(,7#
89(.-	0./.*	:);)4.;

	x 
100% 

 
Rasio 

Agresivitas Pajak (Y) ETR = 	:)<.2	=.$.5	=)23/.7#-.2
>.<.	0)<)-,*	=.$.5

 Rasio 
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data 
primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner daring 
menggunakan Google Form. Populasi penelitian mencakup seluruh nasabah non-Muslim 
yang menggunakan produk pembiayaan di BPRS Amanah Bangsa. Karena jumlah populasi 
tidak diketahui secara pasti akibat keterbatasan akses data internal bank, teknik purposive 
sampling digunakan dengan kriteria responden non-Muslim yang aktif menggunakan 
fasilitas pembiayaan minimal selama enam bulan (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kriteria 
tersebut, diperoleh 120 responden sebagai sampel penelitian. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” (skor 1) 
hingga “Sangat Setuju” (skor 5) (Likert, 1932). Variabel yang diteliti meliputi kualitas layanan, 
lokasi dan aksesibilitas, produk dan layanan, serta aspek ekonomi. Indikator diadaptasi dari 
instrumen penelitian terdahulu yang telah teruji, seperti SERVQUAL untuk kualitas layanan 
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988), indikator lokasi dari Kotler dan Keller (2016), serta 
aspek produk dan ekonomi dari studi perbankan syariah (Hassan & Lewis, 2007). 

Sebelum analisis data dilakukan, instrumen diuji melalui uji validitas dan reliabilitas 
untuk memastikan akurasi pengukuran. Uji validitas menggunakan metode Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) dan Bartlett’s Test of Sphericity dengan kriteria nilai KMO ≥ 0,5 dan signifikansi 
Bartlett < 0,05 (Hair et al., 2019). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha, dengan 
instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai alpha ≥ 0,70 (Nunnally & Bernstein, 1994). Analisis 
data dilakukan secara bertahap melalui uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan uji F untuk 
melihat pengaruh simultan dan uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel. 
Selain itu, uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menilai kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh pengujian dilakukan 
dengan tingkat signifikansi α = 0,05 menggunakan perangkat lunak SPSS versi terbaru. 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil Penelitian 
Analisis Statistik Deskriptif 
Hasil analisis statsitik deskriptif disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
Variabel        Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 0,07 0,59 0,2519 0,11539 
Dewan Direksi 2,00 11,00 5,5532 2,32618 
Kepemilikan Institusional 0,00 0,98 0,6362 0,22861 
Agresivitas Pajak 0,17 0,38 0,2315 0,03846 
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Nilai CSR berkisar antara minimum 0,07 hingga maksimum 0,59, dengan rata-rata 
0,2519 yang ditampilkan pada Tabel 3. Dewan direksi memiliki jumlah anggota minimum 2 
orang dan maksimum 11 orang dengan rata-rata 5,5532. Kepemilikan institusional 
menghasilkan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,98 dengan rata-rata 0,6362. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagain besar perusahaan memiliki porsi saham cukup besar yang 
dipegang oleh investor institusional. Di sisi lain, agresivitas pajak yang diukur dengan 
effective tax rate (ETR), memperlihatkan perilaku pajak yang relatif sama di antara 
perusahaan-perusahaan yang diteliti. Nilai rata-rata ialah 0,2315, dengan nilai terendah 
0,17 dan tertinggi 0,38. 

Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
N 94 

Normal Parameters Mean 0,0000000 
Std. Deviation 0,03565617 

Most Extreme Differences 
Absolute 0,079 
Positive 0,079 

Negative -0,047 
Test Statistic 0,079 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,181 
Sumber: Output SPSS 26, 2025 

Pengujian normalitas menghasilkan taraf Sig. 0,181 > 0,05, sebagaimana ditunjukkan 
pada Tabel 4. Hal ini menunjukkan adanya kumpulan data yang terdistribusi secara teratur. 
Dengan kata lain, pola distribusi residual normal memenuhi salah satu asumsi dasar analisis 
regresi. Tidak adanya penyimpangan signifikan dari normalitas mendukung validitas model 
regresi yang dimanfaatkan serta data tersebut memadai dalam pengujian parametrik. 
Dengan demikian, hasil uji menunjukkan bahwa asumsi kenormalan telah terpenuhi, 
sehingga memungkinkan pengujian hipotesis dan analisis statistik tambahan dilakukan 
dengan lebih meyakinkan. 
Uji Multikolinieritas 

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients 
Variabel Tolerance VIF 

CSR 0,915 1,093 
Dewan Direksi 0,912 1,097 

Kepemilikan Institusional 0,971 1,030 
          Sumber: Output SPSS 26, 2025 

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas, dimana seluruh variabel 
independen yaitu CSR, dewan direksi, dan kepemilikan institusional memiliki nilai tolerance 
> 0,10 serta VIF < 10. Sehingga ditarik simpulan bahwa multikolinieritas tidak terjadi pada 
model regresi penelitian ini. Dengan kata lain, setiap variabel independen menawarkan 
informasi yang berbeda, dan terdapat korelasi minimal di antara mereka. Tidak terjadi 
multikolinearitas menjamin bahwa koefisien regresi yang dihitung tetap stabil, tidak 
memihak, dan dapat dipercaya, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih akurat 
tentang hubungan antara CSR, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional dengan 
agresi pajak. 
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Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0,019 0,010  1,897 0,061 
CSR 0,039 0,022 0,196 1,811 0,073 

Dewan Direksi 0,000 0,001 -0,012 -
0,111 0,912 

Kepemilikan 
Institusional -0,002 0,011 -0,022 -

0,213 0,832 

Sumber: Output SPSS 26, 2025 
Tabel 6 memperlihatkan bahwa CSR, dewan direksi, dan kepemilikan institusional 

menghasilkan taraf Sig. > 0,05. Maka, ditarik simpulan bahwa model regresi dalam 
penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil statistik lebih reliabel karena tidak 
adanya heteroskedastisitas menjamin bahwa koefisien regresi bersifat netral dan efektif. 
Oleh karena itu, dalam hal dampak CSR, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan 
institusional terhadap agresi pajak, model ini dapat dianggap tepercaya untuk penelitian 
dan interpretasi lebih lanjut. 
Uji Autokorelasi 

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) 

Model Summary 

Model Durbin-Watson 

1 2,026 
              Sumber: Output SPSS 26, 2025 

Berdasarkan informasi dalam tabel, nilai Durbin-Watson adalah 2,026 dengan tingkat 
signifikansi 0,05, jumlah data sebanyak 94, 3 variabel independen, nilai dL = 1,5991, nilai dU 
= 1,7306, 4-dU = 2,2694 dan 4-dL = 2,4009. Penelitian ini menemukan dU < DW < 4 – dU atau 
1,7306 < 2,026 < 2,2694. Sesuai dengan kriteria Durbin-Watson, hasil keputusannya adalah 
H0 diterima, yang artinya bahwa penelitian ini tidak ditemukan autokorelasi, baik positif 
ataupun negatif. 
Uji Hipotesis 

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Coefficients 

Variabel t Sig. 
CSR 2,559 0,012 

Dewan Direksi 1,694 0,094 
Kepemilikan Institusional 1,317 0,191 

Sumber: Output SPSS 26, 2025 
Sebagaimana hasil uji t, CSR secara positif serta signifikan memengaruhi agresivitas 

pajak, yang dibuktikan dengan nilai thitung 2,559 > ttabel 1,98667 serta taraf Sig. 0,012 < 
0,025. Tidak diidentifikasi pengaruh signifikan antara dewan direksi dengan agresivitas 
pajak, yang ditunjukkan dengan nilai thitung 1,694 < ttabel 1,98667 serta taraf Sig. 0,094 > 
0,025. Kepemilikan institusional memperlihatkan hasil serupa, yakni tidak signifikan 
memengaruhi agresivitas pajak, sebab nilai thitung 1,317 < ttabel 1,98667 dan nilai 
signifikansi 0,191 > 0,025. 
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Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 9 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,375 0,141 0,112 0,03625 
Sumber: Output SPSS 26, 2025 

Nilai Adjusted R Square senilai 0,112, sesuai dengan tabel 9. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa variabel CSR, dewan direksi, serta kepemilikan institusional mampu 
menjelaskan agesivitas pajak senilai 11,2% serta sisanya senilai 88,8% dijelaskan variabel lain 
yang tidak diikutsertakan.  

Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggung 

jawab sosial (CSR), jumlah dewan direksi, dan kepemilikan institusional memengaruhi 
agresivitas pajak. Berikut disajikan hasil analisis regresi linier pada Tabel 10. 

Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0,180 0,016  
CSR 0,087 0,034 0,261 

Dewan Direksi 0,003 0,002 0,173 
Kepemilikan Institusional 0,022 0,017 0,131 

Sumber: Output SPSS 26, 2025 
Melalui hasil pengujian, diperoleh persamaan berikut: 
Y = 0,180 + 0,087X1 + 0,003X2 + 0,022X3 + e 

Pembahasan  
Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil analisis statistik CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil 
uji, nilai t hitung adalah 2,559 > t tabel 1,98667 dan nilai signifikansinya adalah 0,012 < 0,025. 
H1 dapat diterima bahwa CSR secara signifikan dan positif memengaruhi agresivitas pajak. 
Dalam hal ini, strategi perpajakan perusahaan akan semakin agresif jika penerapan CSR-
nya semakin transparan. Secara teoritis, berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dapat 
menggunakan CSR sebagai “masking mechanism” untuk menutupi praktik agresivitas 
pajak dan tetap mempertahankan citra serta kepercayaan publik (Lanis & Richardson, 
2013). Artinya, perusahaan dengan agresivitas pajak tinggi cenderung mengungkapkan 
informasi CSR yang positif untuk menjaga legitimasi sosialnya. Temuan studi ini konsisten 
dengan temuan Khan & Tjaraka (2024), Widuri (2023), Asalam & Astuti (2023), dan Hanum 
& Faradila (2022). Karena berusaha menyembunyikan agresivitas pajaknya, perusahaan 
dengan agresivitas pajak yang tinggi lebih suka mengungkapkan informasi CSR yang baik 
dan positif (Hanum & Faradila, 2022). Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, 
perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi akan mengungkapkan lebih 
banyak data CSR (Widuri, 2023). 
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Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak 
Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara agresivitas pajak 

dan dewan direksi. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi 0,094 > 0,025 dan nilai t hitung 1,694 
< t tabel 1,98667. Karena dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap 
agresi pajak, maka H2 ditolak. Dalam hal ini, banyaknya jumlah anggota dewan dalam 
suatu perusahaan belum cukup efektif untuk mencegah terjadinya agresivitas pajak. Hal 
ini bisa terjadi karena ukuran dewan yang besar sering menimbulkan perbedaan pendapat 
dan koordinasi yang lambat dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan pajak. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ugwu et al. (2024), Rahayu & Wibowo (2023), 
dan Amri et al. (2023), yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi, 
semakin sulit untuk mencapai kesepakatan dan koordinasi dalam pengambilan keputusan, 
termasuk kebijakan pajak. Perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan di antara 
anggota dewan dapat menghambat proses pengambilan keputusan (Rahayu & Wibowo, 
2023). Untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan mencegah penghindaran pajak, 
sebaiknya memiliki dewan direksi yang kecil dan profesional yang memiliki keahlian di 
bidang perpajakan (Ugwu et al., 2024). Hal ini bertujuan agar keputusan pajak dapat 
diambil tepat waktu oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas dalam bidang 
perpajakan (Ugwu et al., 2024). 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak 
Kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak 

berdasarkan hasil analisis statistik. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0,191 > 0,025 
dan nilai thitung 1,317 < ttabel 1,98667, maka H3 ditolak yang artinya kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dalam hal ini, tingkat agresivitas 
pajak yang ditunjukkan oleh suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh proporsi kepemilikan 
institusional yang besar. Hal ini dapat terjadi karena investor institusional lebih fokus pada 
keuntungan dan laba perusahaan, sehingga perencanaan pajak yang masih dalam batas 
legal dianggap sah dan tidak tidak ditekan untuk diubah. Penelitian Surya et al. (2024), 
Prastyatini & Trivita (2023) dan Manuela & Sandra (2022) menunjukkan bahwa tingkat 
agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh jumlah atau kuantitas kepemilikan institusioanl 
dalam suatu perusahaan. Kondisi ini terjadi karena investor institusional biasanya tidak 
menekan manajemen untuk menghindari agresivitas pajak karena perencanaan pajak 
sering dianggap sebagai bagian dari strategi bisnis yang sah selama masih dalam batas 
legal (Prastyatini & Trivita, 2023). Selama strategi tersebut meningkatkan laba bersih dan 
keuntungan pemegang saham, termasuk institusi, mereka cenderung membiarkannya 
atau bahkan mendukung secara tidak langsung (Prastyatini & Trivita, 2023). 

Simpulan dan Saran 
Studi ini mengkaji bagaimana corporate social responsibility (CSR), dewan direksi, dan 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan food 
and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa CSR berperan dalam meningkatkan kecenderungan agresivitas 
pajak perusahaan, sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak 
menunjukkan pengaruh yang berarti. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan CSR 
belum sepenuhnya dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang berorientasi 
pada kepatuhan pajak, melainkan masih dimanfaatkan sebagai strategi untuk 
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memperkuat citra perusahaan tanpa menurunkan perilaku agresif dalam pengelolaan 
pajak. 

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan integritas 
dalam pelaksanaan CSR agar lebih sejalan dengan praktik perpajakan yang etis dan 
berkeadilan. Perusahaan perlu memperkuat tata kelola dan pengawasan manajerial, 
terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak. Selain itu, hasil 
penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan 
kebijakan yang mengintegrasikan prinsip CSR ke dalam sistem perpajakan nasional. 
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan 
memasukkan faktor lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, serta dimensi 
tata kelola perusahaan yang lebih luas, dan diterapkan pada sektor industri yang berbeda 
untuk memperkaya pemahaman tentang determinan agresivitas pajak di Indonesia. 
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